ABSTRAK


Tindak kejahatan selalu menjadi topik menarik untuk dibicarakan oleh kebanyakan orang, daya tarik dari isu ini sangat sensitif karena biasanya peristiwa kejahatan selalu berkaitan dengan suatu yang tidak baik dan bertentangan. Tindak kejahatan biasanya berkaitan dengan hukum pidana, adapun contohnya seperti tindak pidana pembunuhan. Terkadang pembunuhan itu dilakukan bukan saja langsung dibunuh akan tetapi ada yang dianiaya terlebih dahulu, dibakar, bahkan dimutilasi. Mutilasi ini lah yang menjadi titik fokus dalam penulisan ini, dimana tidak ada pasal yang jelas-jelas mengatur tentang perbuatan mutilasi melainkan mutilasi dianggap menjadi bagian dari pembunuhan yang terencana. Adapun yang menjadi kajian penulis dalam tulisan ini yaitu : 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan cara mutilasi? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan mutilasi? 3) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi tersebut?


Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan empiris, yang mana menggunakan sumber data primer, sekunder dan tertier. Dengan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka serta melakukan wawancara, lalu menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.


Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap kasus pembunuhan mutilasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat memandang kejahatan mutilasi ini ialah perbuatan pidana yang pada dasarnya terdapat di Pasal 338 dan Pasal 340. Berdasarkan analisis penulis pada Nomor Putusan : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp yaitu benar jatuh pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kemudian terungkap lah faktor penyebab terjadinya pembunuhan mutilasi tersebut yaitu permasalahan percintaan dan menghindari kecurigaan masyarakat sekitar (ketika ingin membuang mayat korban dengan maksud menghilangkan jejak). Dalam Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi pada Putusan Nomor : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp terlihat bahwa adanya kerja sama yang baik antar komponen-komponen atau organisasi-organisasi penegak hukum, bisa dilihat dari setiap proses per tahap dilakukan sesuai prosedur atau undang-undang yang berlaku, yang mana akhirnya pelaku di jatuhkan pasal 338 KUHPidana dengan masa tahanan 20 (dua puluh) tahun penjara.
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ABSTRACT

Crime has always been an interesting topic for most people to talk about, the appeal of this issue is very sensitive because usually the event of a crime is always related to something unkind and contradictory. Crimes are usually related to criminal law, as for example, such as the criminal act of murder. Sometimes the murder was carried out not only directly killed but some are persecuted first, burned, and even mutilated. This mutilation was the focal point in this paper, where there was no section that clearly regulates the act of mutilation but mutilation is considered to be part of a premeditated murder. The author's study in this paper was : 1) What is the legal arrangement for cases of criminal acts of murder committed by means of mutilation? 2) What are the factors that cause mutilation murder? 3) How does the law apply to the criminal act of mutilation murder?

In this study using normative legal research methods or literature and empirical research, which uses primary, secondary and tertiary data sources. With data collection techniques, namely using document studies or library materials and conducting interviews, then using qualitative analysis techniques then presented descriptively.

The results of the study show that the legal arrangements for mutilation murder cases in the Criminal Code can view this mutilation crime as a criminal act which is basically contained in Section 338 and Section 340. Based on the author's analysis on the Verdict Number : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp, which is true to fall on Section 338 of the Criminal Code. What was later revealed was the factor causing the mutilation murder, namely the problem of romance and avoiding the suspicion of the surrounding community (when they wanted to dispose of the victim's body with the intention of removing traces). In the Application of the Law against the Crime of Mutilation Murder in Decision Number : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp, it can be seen that there is good cooperation between components or law enforcement organizations, it can be seen from each process per stage carried out according to the applicable procedures or laws, where finally the perpetrator is imposed Section 338 of the Criminal Code with a prison term of 20 (twenty) years in prison.
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